
DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Abdul, Latif. 2014. Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. 

Jakarta: Prenada Media Group 

Chandra, Septa. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 

8. No. 2. (April-Juni, 2014) 

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin. 1987. Kejahatan-kejahatan 

Yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Aksara 

Ediwarman. “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi 

di Indonesia.” Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 8. No. 1. (Mei, 

2012) 

Edy, Fernandes. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana 

Narkotika di Indonesia.” Jurnal Ilmiah. 2012. Medan: Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara. 

Hamzah, Andi. 1996. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya 

Paramita. 

Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 

Harahap, M. Yahya. 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Jilid II, Jakarta: Pustaka Kartini. 

Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. 

Hartanti, Evi. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 

KBBI, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 

Lamintang, P.A.F. 1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Bandung: Pionir Jaya. 

Lamintang, P.A.F. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit Sinar Baru 

Marpaung, Laden, 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Penegakan. 

Marpaung, Ledeng. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar 

Grafika. 



Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung:  

PT. Citra Aditya Bakti. 

Mulyadi, Mahmud. 2011. Politik Hukum Pidana. Bahan-bahan kuliah Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara. 

Poerwadarminta, 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.  

Reza, M. Dan S. Zaki/LLB, Dkk, 2012, Negeri Melawan Korupsi, Yogyakarta: 

Bulaksumur Empat. 

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990. Hukum Pidana Dasar Aturan-

aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press.  

Sudaryono. 1998. Kejahatan Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Sudrajat, M. 1994. Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: CV. Remaja Karya. 

Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada 

Wijaya, Adam I. Indra. 2002. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Wijayanto, 2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia, edisi pertama, Gramedia, 

Jakarta. 

Peraturan Perundang-undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan          

Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 



Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian  

 

Putusan Nomor 69/PID.SUS/TPK/2012/PN.SMG 

Website/Internet  

www.tranparency.com 

www.google.com/search/kasus+djokorsino. 

www.kpk.go.id. 

 

 

http://www.tranparency.com/
http://www.google.com/search/kasus+djokorsino
http://www.kpk.go.id/

